SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/28/Kep/413.013/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/303/Kep/413.013/2013
TENTANG
PANITIA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
(ELECTRONIC PROCUREMENT) DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang . bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran
pelaksanaan pengadaan barang/jasa  secara
elektronik (electronic procurement) di Kabupaten
Lamongan, perlu mengubah kembali Keputusan
Bupati Lamongan Nomor : 188/303/Kep/413.013/
2013 tentang Panitia Layanan Pengadaan Barang/
Jasa secara Elektronik (Electronic Procurement] di
Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam
Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);




10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa  Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95};
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Petunjuk  Teknis
Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengedaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengedaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012
tentang E-Tendering.




Menetapkan,
KESATU

KEDUA
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MEMUTUSKAN :

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor :

188/303/Kep/413.013/2013 sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor :

188/7/Kep/413.013/2014 pada Romawi IV, kolom 2

diubah sebagai berikut :

a. huruf b, angka 2), kolom 3 diubah sehingga
berbunyi Eko Yulianto, S.E.

b. huruf d, angka 2), kolom 3 diubah sehingga
berbunyi Sentot Tasgunarto, S.Kom.

c. huruf d, angka 3), kolom 3 diubah sehingga
berbunyi Yoyok Kristantono, S.H.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN,
Ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1.8dr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. 8dr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. 8dr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan;
6. 8dr. Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa
dimaksud.




